BABYV

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Analisis Hukum yang telah diuraikan penulis diatas, dengan ini

Penulis

Legal Memorandum dapat menyimpulkan berupa pendapat dan

rekomendasi hukum yang kiranya membantu Ahli Waris Korban Kecelakaan

Pesawat Lion JT 610, sebagai berikut :

A. Pendapat Hukum

1

Penulis berpendapat bahwa, Hak-hak Konsumen Jasa Penerbangan
yang melekat yakni Hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, hak
mendapatkan Advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa
Perlindungan Konsumen secara patut, Hak untuk mendapatkan ganti
rugi apabila terjadi suatu kecelakaan pesawat udara, seluruh hak
konsumen sesuai dengan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.

Kewajiban Pelaku usaha jika terjadi kecelakaan udara yakni
Memberikan Ganti kerugian, dan memberikan asuransi yang berasal
dari pembayaran premi yang dapat dibuktikan dengan tiket penumpang.
Kewajiban pelaku usaha diatur dalam KUHPerdata, UU No 8 Th 1999
tentang Perlindungan Konsumen, UU No 1 Th 2009 tentang
Penerbangan, dan PERMENHUB No 77 Th 2011 tentang Tanggung

Jawab Pengangkut Angkutan Udara.
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Penulis berpendapat bahwa, Setiap Release and Discharge yang
telah mencapai sepakat/ telah ditandatangani oleh para pihak, namun
kesepakatannya diperoleh karena adanya paksaan yang berupa
penyalahgunaan keadaan tidaklah suatu perjanjian tersebut berlaku
sah/tidak mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan
Pasal 1321 KUHPerdata.

Release and Discharge yang dibuat oleh PT Lion Mentari
mengandung klausula baku yang sulit dimengerti, maka Release and
Discharge tersebut dinyatakan batal demi hukum berdasarkan Pasal 18
ayat (3) UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 186 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
melarang Pengangkut membuat perjanjian ataupun Persyaratan Khusus
yang menentukan batas yang lebih rendah dari batas ganti kerugian,
maka Release and Discharge dalam hal ini dilarang oleh undang-
undang Penerbangan, karena isi dari Release and Discharge menentukan
batas lebih rendah yakni dengan membatasi hak Ahli Waris untuk
menuntut Ganti Kerugian. Dengan demikian Release and Discharge
tidak mempunyai kekuatan/tidak berkekuatan hukum tetap berdasarkan
ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata.

Penulis berpendapat bahwa, Ahli waris masih memiliki hak untuk
menerima santunan dan ganti rugi pengangkut tanpa harus terlebih

dahulu menyepakati Release and Discharge yang mana merupakan
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Persyaratan Khusus yang dilarang Undang-Undang yakni oleh Pasal

186 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2009.

4. Penulis berpendapat bahwa, Ahli Waris dapat menuntut Ganti Kerugian

lebih dari yang sudah ditetapkan oleh Pasal 3 huruf A PERMENHUB

No. 77 Tahun 2011 dengan dasar hukum Pasal 141 ayat (3) UU No. 1

Tahun 2009, Pasal 166 UU No. 1 Tahun 2009, dan Pasal 23

PERMENHUB No. 77 Tahun 2011.

B. Rekomendasi

Berdasarkan Pendapat Hukum Penulis yang telah penulis ungkapkan

diatas,

maka dengan ini penulis merekomendasikan Ahli Waris Korban

Kecelakaan Pesawat Lion JT 610 untuk mengajukan Tuntutan-Tuntutan

terhadap PT. Lion Mentari berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum sesuai

ketentuan Pasal 1365, hal yang dapat di tuntut ialah :

a)

b)

Membayar Ganti Kerugian Pengangkut atas Kecelakaan Pesawat
Udara Lion JT 610 yang berada dibawah Pengawasan dan Tanggung
Jawab PT. Lion Mentari, Ganti Kerugian yang dapat di tuntut
Sebesar Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta
rupiah), jumlah tersebut sesuai yang ditetapkan dalam Pasal 3 huruf
A PERMENHUB No. 77 Tahun 2011.

Membayar Santunan (Asuransi) yang timbul dari kewajiban
konsumen membayar premi asuransi yang dibuktikan dengan Tiket

Penumpang, Santunan yang dapat di tuntut sebesar
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d)

Rp.1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah),
jumlah tersebut seusai dengan ketentuan Pasal 180 UU No. 1 Tahun
2009 yang menyebutkan besarnya asuransi sekurang-kurangnya
harus sama dengan jumlah ganti kerugian yang di tentukan yakni
dalam Pasal 3 huruf A PERMENHUB No. 77 Tahun 2011.
Membatalkan Release and Discharge (Persyaratan Khusus) sebagai
syarat untuk menerima santunan ganti kerugian yang isinya
melarang Ahli Waris untuk menuntut ganti kerugian lebih dan
mewajiban Ahli Waris untuk membela PT Lion Air jika terjadi
sengketa di peradilan, Persyaratan Khusus yang memberikan
batasan Ahli Waris untuk menuntut ganti kerugian lebih dari yang
ditetapkan jelas dilarang oleh Undang-Undang yakni Pasal 186 ayat
(1) UU No. 1 Tahun 2009.

Menyatakan Batal Demi Hukum Release and Discharge yang telah
ditandatangani oleh Ahli Waris, karena Release and Discharge
tersebut isinya mengandung klausula baku yang sulit dimengerti
yang jelas dilarang oleh Undang-Undang yakni Pasal 18 UU No. 8

Tahun 1999.
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Tuntutan-Tuntutan tersebut dapat diajukan melaui dua pilihan proses
sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UU No. 8 tahun 1999, Pasal 176 UU
No. 1 Tahun 2009, dan Pasal 23 PERMENHUB NO. 77 Tahun 2011, Yakni:

a) Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) pada umumnya.

b) Melalui Pengadilan Negeri di dalam Wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.
Penulis lebih merekomendasikan Ahli Waris untuk mengajukan tuntutan
terhadap PT Lion Mentari terlebih dulu melalui Alternatif Penyelesaian
Sengketa (ADR) dibandingkan melalui Proses Peradilan karena beberapa
pertimbangan sebagai berikut :

1) Sifat kesukarelaan dalam proses;

2) Prosedur yang cepat;

3) Prosedur rahasia;

4) Keputusan non yudicial;

5) Fleksibilitas yang besar dalam merancang syarat-syarat

penyelesaian masalah;
6) Hemat waktu;
7) Hemat biaya;

8) Kemungkinan untuk mendapatkan kesepakatan tinggi;
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9) Kesepakatan yang diperoleh lebih baik daripada sekedar
kompromi atau hasil yang diperoleh dari cara penyelesaian
kalah/menang.!”

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi (Pengadilan) untuk kasus-
kasus bisnis merupakan pilihan yang tepat, karena tidak memerlukan dana
yang besar, tidak saling menjatuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen

dan dimungkinkan mendapatkan kesepakatan yang tinggi.

17 M. Ali Mansyur, 2007, Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen
dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen, Genta Press, Yogyakarta, hlm. 157.
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